
SALINAN

BUPATI TABALONG
PRoVINSI KALIMAr`ITAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR    98    TAHUN2023

TENTAVG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BEIANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YAING MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang    :   bahwa untuk melaksanakan ketenfuan Pasal  12 Peraturan Daerah
Kabupaten  Tabalong  Nomor  04  Tahun  2023  tentang  Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubchan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat      :    1.     Pasal   18   ayat  (6)   Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Taliun 1945;

Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun    1953   tentang
Perpanjangan  Pembentukan Daerah Tingkat 11  di  Kalimantan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1953  Nomor 9)
sebagal Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tanhahan Lembaran Negara Repubuk
Indonesia  Nomor   1820)   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1965  tentang Pembentukan
Daerah Tingkat  11 Tanah  Laut,  Daerah Tingkat  11 Tapir  dan
Daerah Tingkat 11 Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan  Undang-Undang
Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang  Pembentukan  Daerah
Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 2756);

3.    Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  4286),      sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Thhun  2020
tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabintas  Sistem
Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Coro7ra  VIms Disease
2019    (COVID-19)    dan/atau    dalam    Rangka    Menghadapi
Ancaman    yang    Membahayakan    Perekonomian    Nasional
dan/atau Sta.biHtas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;
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4.     Undang-Undang     Nomor     1     Tahun          2004          tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor 5,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Nomor  4355),   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2020   tentang   Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem  Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Cororia  Vj"s
Diseczse 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman    yang    Membahayakan    Perekonomian    Nasional
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

5.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor    104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6.     Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011  tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang=undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5234),  sebagaimana  telah  diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 13 Talun 2022
tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor   11
Tahun   2012   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang-
undangan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2022
Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6801);

7.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Leinbaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   5587),    sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tchun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

8.     Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi
Pemerintalian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2014   Nomor   292,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Nomor  5601),   sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang   Nomor  6  Talun   2023   tentang   Penetapan
Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2
Tahun   2022   tentang  Cipta  Kelja  Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9.     Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Irembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
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10.   Peraturan   Pemerintah   Nomor      109      Tahun   2000   tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Walcil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Badan   Layanan   Umum   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502),
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan    Atas  Peraturan
Pemerintah   Nomor   23   Tahun   2005    tentang   Pengelolaan
Keuangan Badan hayanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia   Tdhun   2012   Nomor   171,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

12.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem
Informasi   Keuangan    Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576),  sebagaimana  telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 65  Tahun  2010
tentang  Perubahan  Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   56
Tahun   2005   tentang   Sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan  Kinelja Instansi Pemerintah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2006    Nomor    25,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    39    Tahun    2007    tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738) ;

15.   Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan I,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5272);

17.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    27    Tahun    2014    tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2014    Nomor    92,    Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     5533)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik  Negara/Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
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18.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2017    tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Flmpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan    Rakyat    Daerah    (I.embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor  106), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2023  tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017
tentang   Hak   Keuangan   dan   Administratif   Pimpinan   dan
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Badan
Usaha  Milik  Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

20.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar
Pelayanan   Minimal   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun  2018  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6178);

21.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan       Keuangan       D aerah       ( Lembaran       N egara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

22.   Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019 tentang Ifaporan
dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

23.   Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang lnvestasi
Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6385);

24.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum  Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  120  Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun  2018 tentang Pembentukan  Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

25.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan      Nomenklatur      Percanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuarigan Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Daerah   Tahun   Anggaran   2023    (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
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28.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana     telah     diubah     dengan     Peraturan     Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun  2021  Nomor
03);

29.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  10 Tahun 2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022   Nomor   10,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07) ;

30.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor  11  Tahun 2022
tentang  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor  11);

31.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2023 Nomor 04);

32.   Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  56  Tahun  2022  tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran  2023   (Berita  Daerah  Kabupaten  Tabalong  Tahun
2022  Nomor  57),   sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,
terakhir dengan  Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun
2023    tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Bupati
Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :   PERATURAN     BUPATI     TENTANG
ANGGARAN     PENDAPATAN     DAN
ANGGARAN 2023.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENJABARAN     PERUBAHAN
BELANJA     DAERAH     TAHUN

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2.     Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.     Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah
lembaga   perwakilan    rakyat   daerah   yang    berkedudukan    sebagai    unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

4.     Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
5.     Perangkat    Daerah    adalah    unsur    pembantu    Bupati    dan    DPRD    dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
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6.     Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD
adalah rencaria keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan  Peraturan
Daerah.

7.     Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8.     Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9.     Defisit   Anggaran   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Defisit   adalah   selisih
kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

10.   Surplus  Anggaran  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  Surplus  adalah  selisih
lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

11.   Pembiayaan   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Pembiayaan   adalah   setiap
penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan
diterima   kembali,   baik   pada   tahun   anggaran   berkenaan   maupun   pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

12.   Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
13.   Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
14.   Sisa   Irebih   Perhitungan   Anggaran  yang   selanjutnya   disebut   SiLPA   adalah

selisih   lebih   realisasi   Penerimaan   dan   Pengeluaran   anggaran   selama   satu
periode anggaran.

15.   Dana    Perimbangan    adalah    dana    yang    bersumber    dari    pendapatan
Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Negara    yang    dialokasikan    kepada
Daerah   untuk   mendanai   kebutuhan   Daerah   dalam   rangka   pelaksanaan
desentralisasi   sebagaimana   dimaksud   dalam   Peraturan   Pemerintah   Nomor
55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

16.   Pajak   Daerah   yang   selanjutnya   disebut   Pajak   adalah   kontribusi   wajib
kepada  Daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat
memaksa     berdasarkan     Undang-Undang,     dengan     tidak     mendapatkan
imbalan   secara   langsung   dan   digunakan   untuk   keperluan   Daerah   bagi
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

17.   Retribusi    Daerah   yang    selanjutnya    disebut    Retribusi    adalah    pungutan
Daerah  sebagal  pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin  tertentu  yang
khusus   disediakan   dan/atau   diberikan   oleh   Pemerintah   Daerah   untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

18.   Dana    Bagi    Hasil   yang    selanjutnya    disingkat    DBH    adalah    dana   yarig
bersumber   dari   pendapatan   tertentu   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Negara   yang   dialokasikan   kepada   Daerah   penghasil   berdasarkan   angka
persentase   tertentu   dengan   tujuan   mengurangi   ketimpangan   kemampuan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

19.   Dana  Bagi  Hasil  Pajak  yang  selanjutnya  disebut  DBH  Pajak  adalah  bagian
Daerah   yang   berasal   dari   penerimaan   Pajak   Bumi   dan   Bangunan,   Bea
Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan,  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  dan
Pasal  29  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Negeri,  dan  Pajak  Penghasilan
Pasal   21   sebagalmana   dimaksud   dalam   Peraturan   Pemerintah   Nomor   55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

20.   Dana  Alokasi   Umum  yang   selanjutnya   disingkat   DAU   adalah   dana  yang
bersumber   dari   pendapatari   Anggaran    Pendapatan   dan   Belanja   Negara
yang    dialokasikan    dengan    tujuan    pemerataan    kemampuan    keuangan
Antar-Daerah     untuk     mendanai     kebutuhan      Daerah     dalam     rangka
pelaksanaan Desentralisasi.

21.   Dana  Alokasi   Khusus  yang   selanjutnya   disingkat  DAK   adalah   dana  yang
bersumber   dari   pendapatan   Anggaran    Pendapatan   dan    Belanja   Negara
yang     dialokasikan     kepada     Daerah     tertentu     dengan     tujuan     untuk
membantu     mendanai     ke9iatan     khusus     yang     merupalcan     urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



-7-

22.   Pinjaman   Daerah   adalah   semua   transaksi   yang   mengakibatkan   Daerah
menerima  sejumlah  ualig  atau  menerima  manfaat  yang  bemilai  uang  dari
pihak  lain   sehingga  Daerah  tersebut  dibebani  kewajiban  untuk  membayar
kembali.

23.   Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib
dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai  dengan  uang  berdasarkan  peraturan  perundangundangan,  perianjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

24.   Pemberian   Pinjaman   Daerah   adalah   bentuk   investasi   Pemerintah   Daerah
pada    Pemerintah    Pusat,    Pemerintah    Daerah    lalrmya,    Badan    Layanan
Umum    Daerah    milik    Pemerintah    Daerah    lainnya,    Badan    Usaha    Milik
Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Koperasi,  dan  Masyarakat  dengan  hak
memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

25.   Dana  Cadangan  adalah  dana  yang  disisihkan  untuk  mendanai  kebutuhan
pembangunan  prasarana  dan  sarana  Daerah  yang  tidak  dapat  dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB 11
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

(1)    Dengan  Peraturan  Bupati  ini,  ditetapkan  Penjabaran  Perubahan  APBD  Tahun
Anggaran 2023.

(2)    Penjabaran  Perubahan  APBD  Tahun  Anggaran  2023  sebagaimana  dimaksud
pada ayat ( 1 ) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD  Tahun  Anggaran  2023  semula  sebesar  Rpl.879.087.294.630,OO  (satu  triliun
delapan  ratus tujuh  puluh   sembilan  milyar delapan puluh tujuh   juta dua ratus
sembilan  puluh  empat  ribu  enam  ratus  tiga  puluh  rupiah)  bertambah/berkurang
sebesar Rp782.770.632.782,00  {tujuh ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus
tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh  dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua
rupiah)  sehingga  menjadi  Rp2.661.857.927.412,00  (dua  triliun  enam  ratus  enam
puluh  satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh
tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1.     Pendapatan Daerah
a.     Semula                                                                    Rp
b.     Bertambah/(berkuranal

1.776.967.497.815,00
389.511.632.916,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan     Rp.

2.     BelanjaDaerah
a.     Semula
b.     Bertambah/(berkurang)
I-umiah Beianj-a daerah seteiah perubahan

3.     Pembiayaan Daerah
a.     Penerimaan pembiayaan

1)      Semula
2)     Bertambah/(berkurang)

Rp

2.166.479.130.730,00

1.837.050.831.630,00
782.170.632.782,00

2.619.221.464.412,00

Rp 102.119.796.815,00
393.258.999.866,00

Jumlah   Penerimaan   Pembiayaan   setelah   Rp.             495.378.796.681,00
perubahan
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b.     Pengeluaran pembiayaan
I)      Semula                                                             Rp
2)     Bertambah/(berkurang)

42.036.463.000,00
600.000.000,00

Jumlah  Pengeluaran  Pembiayaan  setelah   Rp.
perubahan
Jumlah       pembiayaan       neto       setelah   Rp.
perubahan
Sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  setelah   Rp.
perubahan

Pasal 4

42.636.463.000,00

452.742.333.681,00

(0,00)

Uraian  lebih  lanjut APBD  sebagaimana  dimaksud  dalaln  Pasal  3,  tercantum  dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri
dari:
1.     Lampiran I         Ringkasan   penjabaran   Perubahan   APBD   yang   diklasifikasi

menurut  kelompok,  jenis,  objek,  dan  rincian  objek,  dan  sub
rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2.     Lampiran Il        Penjabaran  Perubahan  APBD  menurut  urusan  pemerintahan
daerah,  organisasi,  program,  kegiatan,  sub kegiatan,  kelompok,
jenis,    objek,    dan   rincian   objek,    dan    sub   rincian    objek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3.     Lampiran Ill       Daftar nana penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

4.     Lampiran Iv       Daftar nana penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
sosial;

5.     Lampiran v.A     Daftar Nana penerima, Alamat penerima, dan Besaran Bantuan
Keuarlgan bersifat umum;

6.     Lampiran v.B    Daftar Nana penerima, Alamat penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat khusus;

7.     Lampiran vI       Daftar Nama penerima, Alamat penerima,  dan Besaran belanja
bagi hasil;

8.     Lampiran VII      Rekapitulasi dan sinkronisasi   Perkada penjabaran APBD yang
Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

9.     Lampiran VIII

10.   hampiran lx

11.   Lanpiranx

Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per FKTP;

Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah; dan

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang
dan  Jasa  serta  Belanja  Modal  Berupa  Produk  Dalam  Negeri
(PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 5

Lampiran   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4   merupakan  bagian  yang  tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB Ill
DPA SKPD

Pasal 6

Pelaksanaan  Penjabaran  Perubahan  APBD  Tahun  Anggaran  2023  yang  ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalani DPA Perubahan  Perangkat
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan  Peraturan  Bupati
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal    G5  astousLp  `2S£J3

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
padatanggal   6j  extoj€r  2£3j

SEKRRTARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG ,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH RABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR   33


